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Abstrak

Kaidah-kaidah fikih ekonomi ialah yang membahas tentang masalah ekonomi atau muamalah. (kaidah-kaidah
figih) terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, kaidah khusus terbagi lagi kepada beberapa bidang, salah
satunya adalah di bidang Ekonomi (Muamalah) Kaidah yang khusus di bidang Ekonomi (Muamalah) menjadi
sangat penting karena perhatian sumber hukum islam yaitu al-Qur’an dan Hadist. Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan penerapan kaidah-kaidah fikih ekonomi syariah pada kegiatan ekonomi. Metode penelitian ini
adalah kualitatif deskriptif. Munculnya kaidah fikih ekonomi syariah dari persoalan-persoalan muamalah di
kalangan masyarakat sehingga perlu adanya menegaskan berdasarkan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Dalam
pembahasan ini ada beberapa kaidah tentang ekonomi syariah yaitu kaidah asasiah, kaidah-kaidah prinsip
ekonomi syariah, kaidah fighiyah berkaitan dengan akad, kaidah-kaidah fikih tentang kepemilikan, kaidah
tentang penyelesaian kesulitan yang timbul dalam akad, kaidah dibidang transaksi, kaidah tentang kebiasaan
masyarakat dalam melakukan akad.

Kata Kunci: Kaidah Fikih, Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN berfungsi sebagai sumber hukum dalam
Islam adalah satu-satunya agama islam. Pengambilan hukum tersebut
yang tidak hanya mengatur hubungan dalam islam disebut dengan istimbath al-
antara manusia dengan Tuhan saja (ibadah) ahkam.  Hasil  dariistimbath  al-
melainkan juga mengatur hubungan antar ahkam tersebut dibungkus ke dalam
manusia dengan manusia (muamalah). Hal sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu
ini dibuktikan dalam kitab suci Islam yakni figh.
al-Qur’an yang di dalamnya memuat Salah satu bagian dari ilmu figh
berbagai macam aspek ilmu baik ilmu yang mengatur hubungan manusia
dunia maupun akhirat dan aturan-aturan dengan manusia serta urusan
tertentu  untuk tujuan  kemaslahatan keduniawian adalah figh muamalah yang
manusia. Selain itu, terdapat pula hadits salah satu membahas kaidah-kaidah fikih
yang berfungsi untuk  menjelaskan ekonnomi  seperti  hal yang akan
kandungan al-Qur’an dan memuat hukum disampaikan pada arttikel ilmiah ini.
yang tidak ada dalamal-Qur’an. Dalam Qowa’id Fighiyyah atau kaedah-
pengambilan hukum, ulama berusaha kaidah fikih menjadi pedoman bagi para
untuk memahami dan menafsirkan apa-apa ahli hukum Islam yang memberikan
yang dimuat dalam al-Qur’an. Hal ini kemudahan untuk menyimpulkan hukum
dikarenakan al-Qur’an bersifat global dan terhadap suatu persoalan hukum. Hal ini
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tentu saja menjadikan Qowa’id Fighiyyah
sebagai garis besar dalam melakukan
jjtihad terhadap suatu masalah hukum,
karena fikih tidak mungkin dapat berdiri
tanpa adanya pondasi dasar Yyang
menjadikannya  berdiri  teguh  untuk
menyelesaikan suatu masalah. Termasuk
kaitannya pada masalah penyusunan
kontrak dalam kegiatan ekonomi. Di mana
Qawa’id Fighiyyah juga merupakan
prinsip-prinsip dasar fikih muamalah yang
dapat digunakan sebagai basis teori
ekonomi Islam (Lisda Aisyah, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Menurut Sugiono (2013) metode penelitia
n kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi
ilmiah dimanaeneliti sebagai instrumen,
teknik pengumpulan data dan di analisis
yang bersifat kualitatif lebih menekan pada
makna. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif non partisipan dengan
mengadopsi pendekatan kajian
kepustakaan (library reseacrh). Analisis
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah termasuk dalam kategori analisis isi
(content analysis), yaitu teknik analisa
riset untuk menegaskan keshahihan data
dengan memperhatikan konteksnya. Secara
teoritis, content analysis dapat

dikategorikan sebagai metodologi riset

mengenai makna dalam sebuah peristiwa
historis. Jenis penelitian ini dipilih karena
bertujuan  untuk memahami secara
mendalam mengenai kaedah-kaedah fikih
ekonomi  Syariah  dalam  kegiatan
ekonomi berdasarkan informasi yang

diperoleh dari berbagai sumber literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Defenisi Al-Qawa’id al-Fikhiyah

Al-Qawa’id bentuk  jamak  dari
kata qaidah (qaidah). Para ulama
mengertikan qaidah secara  etimologi
dan termilogi, (lughatan wa istilahan).
Dalam bahasa, qaidah bermakna asas ,
dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang
konkrit maupun yang abstrak, seperti
kata —kata gawa 'id al-bait, yang artinya
fondasi rumah, qowa;id al-din, artinya
dasar-dasar agama, gawa'id al-
‘ilm, artinya  kiaedah-kaedah  ilmu.
Penegrtrian kaidah semacam ini terdapat
pula dalam ilmu-ilmu yang lain. Dengan
demikian, maka al-gawa;id al-Fikhiyah
(kaidah-kaidah fikih) secara etimologis
adalah dasar-dasar atau asas-asas yang
bertalian dengan masalah-masalah atau
jenis-jenis fikih (Nashr farid
Muhammad Washil, 2009).

Para ulama memang berbeda
dalam mendefinisikan kaidah fikih
secara istilah. Ada yang meluaskannya
dan ada yang mempersempitnya. Akan

tetapi subtansinya tetap sama . sebagai
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contoh, Muhammad Abu Zahrah
mendefinisikan kaidah dengan
& g ) il ASaY) de sana
lgrang sl g (el
“Kumpulan hukum-hukum yang serupa
yang kembali kepada giyas analogi yang
mengumpulkannya”

Sedangkan Al-jurjani
mendefenisikan kaidah fikih dengnan :
“Ketetapan yang kulli (menyeluruh,
general) yang mencakup seluruh bagian-
bagiannya)”.

Imam Tajjuddin an-Subki
(w.771H) mendefinisikan kaidah dengan:

aedy 388 L ja agle (Balaty o) KU Y

Lea LgalSal

“Kaidah adalah sesuatu yang bersifat
general yang meliputi bagian yang
banyak sekali, yang bisa dipahami hukum
bagian tersebut dengan kaidah tadi”.
Dari defenisi-defenisi tersebut di atas,
jelas  bahwa kaidah itu  bersifat
menyeluruh  yang meliputi  bagian-
bagiannya dalam arti bisa diterapkan
kepada juz iyat-nya  (bagian-bagiannya)
(Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi
Bakar As-Suyuti, 2005).
Q Qawa’id Asasiyah

As-suyuti  merumuskan qawa’id
asasiyah  yang dikenal dengan al-
Asasuyatul khomsah, yaitu:
1.  Segala sesuatau dinilai berdasarkan

tujuannya

Laalia eVl
Kaidah fikih ini menjelaskan bahwa
setiap amal perbuatan baik menyagkut
hubungan manusia dengan Allah
maupun hubungan dengan sesama
manusia, nilainya disisi Allah ditentukan
oleh maksud dan tujuan amal perbuatan
itu  dilakukan  manusia.  Tujuan
disyariatkan ~ niat  adalah  untuk
membedakan perbuatan ibadah dengan
adat. Sebagaimana penjelasan di atas
bahwa aktivitas muamalat yang
dilakukan akan bernilai ibadah disisi
Allah jika dilakukan dengan niat ikhlas
karena-Nya (Muchlis Usman, 1997).
2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan
dengan keraguan,

SLalb J1 Y ¢l (Abdul Mujib, 2001)
Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu
yang diyakinkan tidak dapat dikalahkan
oleh sesuatu yang meragukan, kecuali
yang meragukan terseut meningkat
menjadi meyakinkan. Hal ini
menunjukkan bahwa semua tindakan
mesti berdasarkan pada yang diyakini.

Kesulitan itu mendatangkan
kemudahan

(Firdaus, 2015 ) el st 2340
Kaidah ini dibangun atas dasar landasan
yang cukup kuat. Landasa kaidah ini
terdiri dari sejumlah al-Qur’an, dalam
kaitan ini allah berfirman:
s 855 5 & B0 5
Artinya:
57
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Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan tidak menghendaki  kesukaran
bagimu. (QS. 2:185)

Dari ayat itu dapat dipahami bahwa pada
prinsipnya Allah menginginkan
kemudahan  pada  muslim  dalam
menjalankanajaran agamanya. Allah tidak
pernah sedikitpun menginginkan kesulitan
dalam menjalankan ajaran agamanya.
Kemudharatan harus dihilangkan,

(Nash  Farid Muhammad  Washil,
2009) J\n )zl

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam
keadaan  tertentu, demi  menjaga
kepentingan dasar dan kemaslahatan
masyarakat, hukum asal yang bila masih
dilaksanakan  mungkin  menyebabkan
kesulitan, oleh karena itu kesulitan itu
dapat dihilangkan dengan ketentuan atau
hukum lain. Ketentuan-ketentuan ini pada
umumnya berfungsi sebagai tindakan
pencegahan  terhadap  kemungkinan
terjadinya mudarat. Orang yang telah
dinyatakan bangkrut oleh pengadilan
terlarang baginya untuk menjual hartanya
dalam rangka melindungi hak orang lain
yang berpiutang.

Adat kebiasaan mempunyai kekuatan
hukum,

(Rahman Asymuni, 1976) 4xSas 33l
Ulama fikih terdahulu  membingkai
sejumlah yang telah dipertimbangkan atas
dasar kebiasaan yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat pada zamannya.

Misalnya jual beli beras dapat dilakukan
dengan cara ditakar (liter) atau
ditimbang. Hal itu diserahkan kepada
kebiasaan masyarakjat dan kesepakatan
antara penjual dan pembeli. Jual beli
telur juga dapat dilakukan dengan cara
timbang atau dengan menghitung
perbutir. Semua itu tergantung kepada
kebiasaan yang berlaku di tengah
masyarakat.
C. Kaidah-kaidah Fikih Tentang
Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
Kaidah fikih yang berkaitan
dengan ekonomi syariah pada dasarnya
merupakan penjabaran dari kaidah-
kaidah asasiah yang telah dirumuskan
para ulama terdahulu. Di jajaran fukaha
terdapat lima kaidah (al-gawa’id al-
asasiah). Kaidah-kaidah ini merupakn
kaidah-kaidah yang disepakati para
ulama. Dari kaidah inji akhirnya
dikembangkan beberapa nkaidah yang
merupakan kaidah-kaidah cabang.
Dalam bidang ekonomi syariah, dari
kaidah dasar di atas muncul kaidah:
LYY bl g laaaliall o gaall 43 el
s
“Yang dianggap (penting) dalam akad
adalah maksud dan bukan lafal dan
bentuk perkataan”.
Berdasarkan kaidah ini, hasil yang
diperoleh dari akad tidak tergantung
kepada lafal yang digunakan para pihak

yang berakad, tetapi tergantung pada
58
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maksud dan makna hakiki dari lafal yang
diucapkan tersebut. Kaidah ini diterapkan
bila terjhadi perbedaan antara maksud dan
tujuan para pihak yang berakad dengan
lafal yang diucapkan, yang pegang adalah
maksud atau niat para pihak.
Hal ini sesuai dengan kaidah:

Aagal) U 8 JuaY)
“Suatu kalimat pada asalnya adalah
makna hakiki”

Karena itu bila terjadi keraguan
dalam suatu akad , yang dipegang adalah
makna hakiki dari akad tersebut sebab
makna hakiki itulah yang diyakini.[8]
Adapun kaidah yang sangt mendasar
dalam kajian muamalat adalah:
aadl) e Jiall Jay is Al W LsY) b JaY)
“Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah
sehingga dating dalil yang menjelaskan
keharamannya”.

Ini berarti kalau ada dalil yang
menyatakan keharamnnnya,
mentransaksikan maupun
mendayagunakan juga diharamkan.

Dalam bidang muamalat kaidah ini
mencakup seluruh akad vyang ada
dalam muamalat seperti akad bai’, ariah,
ijarah, dan lain sebagainya. Kaidah
dfiindikasi dari QS Al-Bagarah (2:41):

Laea ¥ A L oS G163 5
“Dialah (Allah) yang tlah meciptakan
untukmu semua yang ada di muka bumi

L2

ini”.

Berkaitan dengan kaidah ini juga
dirumuskan kaidah-kaidah:

4 f s dan Ja e

“Sesuatu yang dibolehkan menjualnya

maka dibolehkan pula
menguntungkannya”

4 s 4xn Sla L

“Sesuatu yang dibolehkan menjualnya

maka dibolehkan pula
merungguhkannya”

4l e (4 ) zasle

dibolehkan

merungguhkannya maka dibolehkan

“sesuatu yang

pula menjaminkannya”

A Sl 4zn Jlale
“Sesuatu yang dibolehkan menjualnya
maka dibolehkan Pula
menghibahkannya”.

Berdasarkan kaidah-kaidah ini,
terdapat sesuatu yang boleh diperjual
belikan maka dibolehkan pula untuk
digordhkan, dijadikan sebagai rahn, atau
dhaman maupun dihibahkan. Misalnya
memperjual belikan emas dibolekan
dalam  hukum  Islam.  Emaspun
dibolehkan menjadi objek utang piutang
dan menjadi jaminan utang.

Namun, terhadap sesuatu yang
diharamkan mengambilya atau
memanfaatkannya haram pula
mentransaksikannya,  seperti  babi,
khamar, anjing (yang bukan penjaga dan
berburu), haram memanfaatkannya maka

haram pula mengambil keuntungan atau
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harganya. Dalam hal ini, dirumuskan
kaidah-kaidah : (Rozalinda, 2017)
sitaci o a odaf o ale
“Sesuatu yang diharamkan
mengambilnya diharamkan pula
memberikannya”
s o ya 4l Lanisl o jala
“Sesuatu yang diharamkan memakainya
diharamkan pula mengambilnya”

Suatu akad harus berdasarkan
kepada kerelaan dan kehendak kedua
belah pihak. Ini berarti bahwa akad yang
dilaksankan atas dasar intimidasi dan
tekanan dari salah satu pihak atau pihak
lain di anggap tidak sah. Hal ini
berdasarkan kepada kaidah-kaidah:
olinslle 5t Lgon g g Claiall pum) dial) 3 JuaY)

2Ll Lgost) e
“Dasar dari akad adalah kerelaan kedua
belah pihak yang berakad dan hasil yang
diperbolehkan dari akad itu sendiri”’

433 D sl el 8 Caaty o) aaY Y
“Seseorang tidak boleh bertindak hokum
terhadap harta orang lain tanpa izin
pemiliknya”

& 8 G Oy aad Jle 38h o 1Y e
“Seseorang tidak boleh mengambil harta
(orang lain) tanpa sebab yang
disyaratkan”

Kalimat bi la syar’iy pada kaidah
ini dimaksudkan bahwa pengambil alihan
suatau harta harus berdasarkan cara yang
didizinkan syarak, seperti melalui akad

jual beli, hibah, dan Ilain sebagainya

dengan prinsip berdasarkan kerelaan
kedua belah pihak.
Begitu pula dengan perintah seseorang
kepada orang lain untuk bertindak
hukum terhadap harta milik orang lain
tidak dibenarkan.

Jhly all elle o juailly )
“Perintah mentasarrufkan barang orang
lain (tanpa izin pemiliknya) adalah
batal”
Oleh karena itu, dalam prinsip ekonomi
syariah  ditegaskan  bahwa  setiap
transaksi yang dilakukan harus sesuai
denngan ketentuan syariat.

Ll il o paie g il G Lo
“Ketentuan yag berdasarkan syariat
lebih didahulukan daripada ketentuan
vang berdasarkan syarat”.

Transaksi jual beli didasarkan
kepada terpenuhiya rukun dan syarat
jual beli. Ketentuan ini lebih utama
daripada formalism admiistrasi transaksi
jaul beli ataupun kesepakatan para
pihak. Hal ini di dasarkan asumsi bahwa
memenuhi syarat dan rukun jual beli
adalah berdasarkan nash, sedangkan
formalisasi administrasi dan kesepakatan
para pihak adalah persoalan ijihadi.

Memakan harta yang yang halal
dan diperoleh dari transaksi yang halal
merupakan hal yang prinsip dalam
ekonomi syariah. Sesuai dengan QS Al-
Maidah (5:88) :
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4 2 oall a1 850 WA 2 &85 L 1K
Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi
baik dari apa yang Allah telah rezekikan
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah
yang kamu beriman kepada-Nya”

Berdasarkan ayat ini memakan
harta yang haram hukumnya haram.
Dalam hai ini muncul kaidah:

2l Jhlll Jll) JS)
“Memakan harta yang diperoleh dengan
cara yang bathil hukumnya haram”.

Cara yang bathil adalah cara yang
tidak dibenarkan syariah, misalnya
mencuri, memperoleh keuntungan dari
jual beli yang diharamkan, seperti babi,
memperoleh gaji dari mengerjakan
sesuatu yang diharamkan, missalnya
menjadi pelayan di bar atau nigh club dan
sejenisnya.  Apapun  diperoleh  dari
perbuatan batil dan memanfaatkannya
untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah
haram.

oo alyall Jelus
“Sesuatu yang menjadi sarana suatu
perbuatan yang haram, maka sesuatu
tersebut hukumnya haram”.

Berzina itu  haram, maka
menyediakan fasilitas untuk hal-hal yang
mengarah kepada berzina misalnya nigh
club, jual beli kondom secara bebas

hukumnya haram,
ais ke aSa 4l ol

“Yang mengelilingi larangan hukumnya
sama dengan yang dikelilingi”.

el jladll 85 o) adliall 8 JuaY)
“Pada dasarnya semua  yang
bermanfaat boleh dilaksanakan dan
semua yang mendatangkan bahaya
haram dilaksanakan”.

Kaidah ini mengatur bahwa
setiap transaksi yang mendatangkan
manfaat menurut muamlah adalah halal,
namun sebaliknya bila mendatangkan
kemudaratan hukumnya haram.

K. Qaidah Fighiyah Yang Berkaitan
Dengan Akad
a. Kaidah tentang bentuk-bentuk
akad
Akad pada umumnya dilakukan
dengan lisan. Namun, adakalanya akad
dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan
perbuatan (ta’ati). (Ali Haidar, t.th)
melakukan akad dengantulisan, ulama
Hanafiah dan Malikiyah menetapkan
akad tersebut sah, baik para pihak yang
mampu berbicara, maupun tidak dan
baik dalam satu pihak yang mampu
berbicara, maupun tidak dan baik dalam
satu majelis, maupun berjauhan. Dengan
ketentuan  tulisan  tersebut  dapat
dipahami oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan ini dirumuskanlah kaidah:
laalls Kl
“Tulisan mempunyai kekuatan hukum

yvang sama dengan lisan”
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Pada zaman era globalisasi ini,
kaidah ini lebih sering dilakukan dan
dipandang lebih outentik dari pada akad
dengan lisan.

Mengenai akad dengan isyarat
merupakan kemudahan yang diberikan
Islam terhadap orang yang tidak bisa
berbicara dengan baik, seperti bisu
ataupun gagap. Bagi orang bisu yang
mampu menulis dengan baik maka akad
yang dilakukan harus dengan tulisan.
Karena tulisan mempunyai kekuatan
hukum yang lebih tinggi daripada akad
dengan isyarat. Namun, bagi orang bisu
yang tidak mempunyai tulisan yang baik
maka dia boleh melakukan akad dengan
cara isyarat, berdasarkan kaidah:

Sy LS s RS 3 gl 5 L1
“Keterangan orang bisu melalui isyarat
mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan lisan”

Dalam menetapkan hokum akad
dengan perbuatan (aqd tha athi), kalangan
syafi’'yah ~ berpendapat, akad  ini
merupakan akad yang fasid lagi haram.
Mereka beralasan bahwa akad ini tidak
kuat dalam menunjukkan kerelaan para
pihak karena kerelaan merupakan urusan
yang tersembunyi dan tidak bisa
diukur tanpa dilafaskan, sehingga mereka
menetapkan kaidah:

ol Baudl) 3 giall LaleLall
“Akad tha’athi merupakan akad fasid lagi

’

haram’

Kalangan Hanafiyah, Hanabilah,
malikiyah menyatakan akad dengan cara
ta’athi sah karena hal ini sudah menjadi
‘urf di tengah masyarakat dan itu
merupakan petunjuk nyata akan kerelaan
dalam akad. Terlepas dari perbedaan
pendapat di atas, realita “bai ta’athi” ini
sudah menjadi kebiasaan yang berlaku
di tengah masyarakat, baik swalayan,
maupun pasar-pasar tradisional.

Kaidah Tentang Khiyar Dalam Akad

Dua orang yang melakukan akad,
di mana masing-masing dari mereka
mempunyai hak khiyar untuk memilih
antara melanjutkan atau membatalkan
akad yang telah berlangsung. Khiyar
menurut Wahbah az-Zuhaili terbagi
kepada khiyar majelis, syarat, aib,
rukyah dan lain sebagainya. Dalam bab
khiyar para ulama merumuskan dawabit
figh, yaitu:

Lol Sl 48 Oy Galaall a4 e
“Sesuatu yang berlaku padanya khiyar
majelis berlaku padanya khiyar syarat”

Kalau dalam khiyar majelis berlak
uma lam yatafarraga yang
dikembalikan kepada  ‘urf daerah
setempat. Pada khiyar
syarat berlaku salasah ayyam yang juga
dikembalikan  jepada  ‘urf  daerah
setempat.

DLl el )
“Cacat  pada barang menetapkan

adanya hak khiyar”
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Kaidah ini menyatakan bahwa
barang yang mempunyai cacat, bila
kondisi cacat tersebut tidk diketahui oleh
kedua belah pihak menetapkan adanya
hak khiyar. Namun, apabila penjual
mengetahui barang itu rusak ketika akad
berlangsung, tetapi tidak dijelaskannya,
akad jual beli tidak sah karena
mengandung unsure gharar. Bila pembeli
mengetahui kerusakan tersebut, tetapi dia
tetap membelinya, maka bagi pembeli
tidak ada lagi hak khiyar, karena dengan
pembelian tersebut berarti dia rela dengan
kondidi  barang. Namun kalangan
Malikiyyah berpendapat bahwa khiyar
majelis tidak ada dan hukumnya batal.
Dalam hal ini mereka merumuskan
kaidah:

ol sgall 3 JaY)
“Pada dasarnya akad itu bersifat lazim
(mengikat kedua belah pihak)”

Maksudnya, jual  beli  tetap
berlangsung, baik para pihak telah
berpisah , maupun belum. Mereka juga
berpendapat bahwa jual beli tidak boleh
dikaitkan dengan syarat apapun.

E. Kaidah Di Bidang Transaksi
Kaidah-kaidah fikih di bidang
muamalah mulai dari kaidah asasi dan
cabangnya, kaidah umum dan kaidah
khusu kemudian dihimpun oleh ulama-
ulama turki zaman kekhalifahan turki
utsmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang

termuat dalam majalah al-ahkam al-

adliyah. Kesembilan puluh  Sembilan
kadah tadi menjadi acuan dan menjadi
jiwa dari 1851 pasal tentang transaksi
yang tercantum dalam majalah al-
ahkam al-adliyah.

Dalam bab ini disampaikan
beberapa kaidah fikih yang khusus
bidang muamalah, di antara kaidah
khusus di bidang muamalah ini adalah:

sle diba Jay of 4yl Al & JuaY)

Loy
“hukum asal dalam semua bentuk
muamalah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”

Maksud kaidah ini bahwa dalam
setiap muamalah dan transaksi, pada
dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa
menyewa, gadai, kerja
sama (mudhorabah atau musyarakah),
perwakilan dan lain-lain, kecuali yang
tegas-tegas diharamkan seperti
mengakibatkan kemudaratan, tipuan,
judi, dan riba.

oy a3 JaY)

28lailly sle i) Aliaiis 5 (8 Laiall

“hukum asal dalam bertransaksi adalah

keridhaan kedua belah pihak yang

berakad, hasilnya adalah berlaku
sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi adalah

merupakan prinsip. Oleh karena itu,

transaksi barulah sah apabila didasarkan

kepada keridhaan kedua belah pihak .
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artinya tidak sah suatau akad apabila salah
satu pihak dalam keadaan terpaksa atau
dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa
terjadi pada waktu akad sudah saling
meridhai, tetapi kemudian salah satu
pihak merasa tertipu. Artinya hilang
keridhaannya, maka akad tersebut batal.
Contohnya seperti pembeli yang merasa
tertipu karena dirugukan oleh penjual
karena barangnya terdapat cacat.

43 Dy o e elle b Cayeaty o 2aY jsm Y
“tiada  seorangpun boleh melakukan
tindakan hukum atas milik orang lain
tanpa izin si pemilik harta”

Atas dasar kaidah ini, maka si
penjual haruslah pemilik barang yang
dijual atau wakil dari pemilik barang atau
yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak
ada hak orang lain pada barang yang
dijual.

3o day Jhul
“akad yang batal tidak menjadi sah
karena dibolehkan” (Djazuli, 2017).

Akad yang batal dalam hukum
islam dianggap tidak ada atau tidak
pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang
batal tetap tidak sah walaupun diterima
oleh salah satu pihak. Contohnya, bank
syariah tidak boleh melakukan akad
dengan lembaga keuangan lain yang
menggunakan sistem bunga. Meskipun
sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain.

46 L A0S QS daa U5 5l Y)

“izin yang datang kemudian sama
kedudukannya dengan perwakilan yang
telah dilakukan lebih dahulu”
Berdasarkan kaidah diatas, apabila
seseorang bertindak hukum pada harta
milik orag lain, dan kemudian si pemilik
harta mengizinkannya, maka tindakan
hukum itu menjadi sah, dan orang tadi di
anggap sebagai  perwakilan  dari
sipemilik harta.

Oaciagy Glacall 5 sy
“pemberian upah dan tangung jawab
untuk mengganti kerugian tidak berjalan
bersamaan”

Yang disebut
dengan dhaman atau ganti rugi dalam
kaidah tersebut adalah mengganti
dengan barang yang sama.apabila
barang tersebut ada di pasaran atau
membayar seharga barang tersebut
apabila barangnya tidak ada dipasaran.
Contoh, seseorang menyewa kendaraan
penumpang untuk membawa
keluarganya, tetapi penyewa
meggunakannya  untuk  membawa
barang-barang yang berat  yang
mengakibatkan kendaraan tersebut rusak
berat. Maka, si penyawa harus
mengganti kerusakan tersebut dan tidak
perlu membayar sewaannya.

Jaally #1 Al
“manfaat suatu benda merupakan faktor

pengganti kerugian”
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Contohnya,  seekor  binatang
dikembalikan oleh pembelinya dengan
alasan cacat. Si penjual tidak boleh
meminta bayaran atas penggunaan
binatang tadi, sebab, penggunaan binatang
tadi suadah menjadi hak si pembeli.

piadly o all
“resiko itu menyertai manfaat”
Maksudnya adalah bahwa seseorang
yang memanfaatkan sesuatu  harus
menanggung resiko. Biaya notaris adalah
tanggungjawab pembeli kecuali ada
keridhaan dari penjual untuk ditanggung
bersama.
diaa 8 Lo Jlay ol Jhay 3
“apabila suatu akad batal, maka batal
pula yang ada dalam tanggungannya”
Contohnya, penjual dan pembeli
telah melaksanakan akad jual beli.
Sipembeli telah menerima barang dan
sipenjual telah telah menerima uang.
Kemudian kedua belah pihak
membatalkan jual beli tadi. Maka,hak
pembeli terhadap barang menjadi batal
dah penjual terhadap harga barang jadi
batal. Artinya, sipembeli harus
mengembalikan barangnya dan si penjual
harus mengembalikan harga barangya.
lerdlia e 260K e e ial)
“akad yang objeknya suatu benda tertentu
adalah seperti akad terhadap manfaat
benda tersebut”
Objek suatu akd bisa berupa barang

tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula

berupa manfaat suatau barang seperti
sewa menyewa. Bahkan sekarang
objeknya berupa jasa seperti jasa broker,
maka pengaruh hukum dari akad yang
objeknya barang atau manfaat dari
barang adalah sama, dalam arti rukun
dan syaratnya sama.

A3 5 peay™ Clla slaall 3 el (e sl e US
“setiap akad mu’awadhah yang sah
diberlakukan selamanya, maka tidak sah
diberlakukan sementara”

Akad muwa’adhah adalah  akad
yang dilakukan oleh dua pihak yang
masing-masing memiliki  hak dan
kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak
penjual  berkewajiban  menyerahkan
barang dan berhak terhadap harga
barang. Dipihak lain yaitu pembeli
berkewajiban ~ menyerhakan  harga

barang dan berhak terhadap barang yang

dibelinya. Dalam akad yang semacam
ini tidak sah apabila dibatasi waktunya,
sebab akad jual beli tidak dibatasi
waktunya. Apabila waktuya dibatasi,
maka bukan jual beli tapi sewa
menyewa.

JBL sl dlle 3G puailly Y]

“setiap perintah untuk bertindak hukum

hak milik orang lain adalah batal”

Maksud kaidah ini adalah apabila

seseorang memerintah untuk

bertransaksi terhadap milik orang lain
yang dilakukan  seperti  terhadap

miliknya sendiri, maka hukumnya batal.
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o=l Y g ol a3y
“tidak sempurna tabarru’ kecuali dengan
penyerahan barang”

Akad tabarru’ adalah akad yang
dilakukan demi untuk kebajikan semata
seperti hibah atau hadiah.hibah tersebut
belum mengikat sampai penyerahan
barangnya dilaksanakan.

Ghazll ALy o il )l
“suatau hal yang dibolehkan oleh syara’
tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti
rugi”’
Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang
dibolehkan oleh syariah baik melakukan
atau  meningalkannya, tidak dapat
dijadikan tuntutan ganti rugi.

i G V) sl b e ol g S0 Y

“sesuatu benda tidak bisa dicabut dari
tangan seseorang kecuali atas dasar
ketentuan hukum yang telah tetap”

Gl 6% of Jila Jd S
“setiap kubul/penerimaan boleh dengan
ungkapan saya telah terima”

Sesungguhnya dengan kaidah ini,
adalah sah dalam setiap akad jual beli,
sewa menyewa dan lain-lainnya, akad
untuk menyebut “gabiltu” (saya telah
terima) dengan tidak mengurangi rincian
dari ijab.

o s¢d ol (g gl dall dalias (g (IS Do d S
“setiap syarat untuk kemaslahatan akad
atau diperlukan oleh akad tersebut, maka

syarat tersebut diperbolehkan”

Contohnya seperti dalam hal gadai
emas kemudian ada syarat bahwa
apabila barang gadai tidak ditebus dalam
waktu sekian bulan, maka penerima
gadai berhak untuk menjualnya. Atau
syarat kebolehan memilih, syarat tercatat
dinotaris.

F. Kaidah Tentang Hak Kepemilikan

Pada prinsipnya islam mengakui
hak kepemilikan individu. Namun, bila
dalam hak milik seseorang terkandung
kepentingan orang banyak, Negara
dalam hal ini berhak mencabut hak
kepemilikan tersebut. Pembebasan hak
milik tersebut dengan ketentuan adanya
ganti rugi yang adil dan seimbang. Hal
ini didasarkan pada kaidah:

daladbhbgade ) o sl s pas
“Tidaklah seorang penguasa terhadap
rakyatnya harus senantiasa mengacu
kepada kemaslahatan (Rozalinda, 2015).

Misalnya, dalam tanah milik
sesorang di  dalamnya  terdapat
kandungan minyak bumu, Negara
berhak membebaskan tanah tersebut
dengan adanya sejumlah ganti rugi yang
adil.

Seseorang yang memiliki sesuatu
maka dia berhak terhadap segala
kandungan dari sesuatu tersebut sesuai
dengan bunyi kaidah:

45 mm e sale clle Lo el g
“Siapa yang memiliki sesuatu, dia

memiliki apa yang dikandungannya

J-MABISYAH

66



E.ISSN.2746-9131
P.ISSN.2746-9123

Vol. 6 No. 1 Edisi Juni 2025

Misalnya,  seseorang  memiliki
sebidang tanah, dia juga munguasai apa
yang terkait dengan tanah tersebut, bumu,
air dan segala isinya dan dia berhak
mendayagunakan sesuai dengan
kepentingannya.

e A5 Loy (o A L Ly

“Rela terhadap sesuatu berarti rela
terhadap konsekuensinya (apa yang
ditimbulkannya).

Misalnya, izin yang diberikan oleh
penggadai untuk memanfaatkan barang
gadaiannya maka konsekuensi atau resiko
dari keizinan tersebut, misalnya barang
rusak. Hal ini harus diterimanya dengan
rela

Waktu penuntuan hak yang sudah
kadaluarsa, tidak akan menggugurkan hak
seseorang. Hal ini sejalan dengan kaidah :

il Ty Y (3alf
“Hak  tidak akan  gugur  karena
kadaluarsa”.

Maksudnya, setiap hak itu tetap ada
atau tidak hilang karena kadaluarsa.
Dengan kata lain, berlalunya masa tidak
akan menggugurkan hak seseorang.
Berdasarkan kaidah ini, bila seseorang
mempunyai piutang pada orang lain, dia
belum menagihnya sehingga tanpa terasa
sudah 20 tahun saja. Dalam hal ini, hak
orang tersebut terhadap harta miliknya
tidak akan gugur walaupun belum ada
gugatan sebelumnya dan tidak akan gugur

dengan kadaluarsa.

Dalam persoalan hukum yang
mengikuti dan yang diikuti, ulama
merumuskan kaidah:

gl
“Pengikut mengikuti yang diikuti”
aSalln 4 Y Ul
“Pengikut tidak terpisah dengan hukum
tersendiri”

Maksadnya, sesuatu yang terkait
dengan pokoknya dan sulit untuk
dipisahkan maka hukumnya mengikuti
hukum pokok dan tidak perlu ada
ketentuan tersendiri yang berbeda dari
hukum pokok. Misalnya, menjual beli
ternak yang sedang bunting maka anak
dalam perut induknya juga ikut terjual
dengan terjualnya induk (ternak), dan
tidak perlu membuat akad jual beli
tersendiri.

G. Kaidah Tentang Penyelesaian
Kesulitan Yang Timbul Dalam Akad

Segala urusan bila mengalami
kesulitan, aka nada jalan ke luarnya.
Misalnya, dalam jual beli salam, pada
dasarnya jual beli terhadap benda yang
belum jelas atau belum ada ketika akad
berlangsung. Ini tidak boleh dan
dianggap batal. Dengan diisyaratkannya,
jual  Dbeli salam merupakan suatu
kemudahan bagi manusia yang kadang-
kala sangat membutuhkan barang-
barang tertentu tidak bisa terpenuhi
dangan jual beli biasa. Dalam hal ini,

kaidah-kaidah yang diterapkan adalah:
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Dreil) (st Asal)
“Kesulitan itu akan mendatangkan
kemudahan ”

) 3l 1) 5aYl
“Segala kesulitan apabila sulit dapat
dipermudah ™

Senada degan kaidah di atas, kaidah

mendasar lainnya yang perlu diperhatikan
dalam kajian muamalah adalah:

Lald gl aale 3 gall J 55 Aalal)
“Kebutuhan itu menempati kedudukan
darurat beik umum ataupun khusus”

Maksudnya dapat dipahami dari
kaidah ini adalah keiginan melakukan
transaksi yang pada dasarnya dilarang
bukan  haya  disebabkan  darurat,
melainkan adanya kebutuhan karena
kebutuhan itu menempati posisi yang
sama dengan kondisi darurat. Misalnya,
pembolehan jual beli salam yang pada
dasarnya terlarang karena benda yang
diakadkan itu belum nyata, tetapi jual beli
ini dibolehkan karena ~ manusia
membutuhkannya dalam ragka
menghilangkan kesulitan hudup.

Menghilangkan kemudaratan
dalam setiap akada merupakan kewajiban
para pihak yag berakad. Hak khiyar
aib adalah menghilangkan kemudaratan
bagi para pihak yang mengetahui adanya
cacat pada barang dagangan ketika akad
berlangsung. Misalnya, seseorang tidak
boleh menjual harta yang mempunyai

cacat kepada orang lain tanpa dijelaskan

ketika akad. Dengan membunyikan
kerusakan barang berarti mendatangkan
mudarat kepada orang lain. Pada hal, ini
diharamkan dan terlarang menurut
syarak, sesuai dengan kaidah-kaidah:
J 3 )yl
“Kemudaratan itu harus dihilangkan”
ple ) i adial GalAll ) juall Jaisy
“Kemudaratan itu harus ditangguhkan
demi menghindari kemudaratan yang
umum’”’
Al ala e sl anliall Jaing
“Menolak segala bentuk kemudaratan
lebih diutamakan daripada menarik
manfaat”

Bila dalam suatau perkara
terkumpul mendarat dan maslahat,
menolak kemudaratan harus diutamakan
karena akibat dari kemudaratan yang
ditimbulkan mempunyai akses yang
lebih besar daripada mengambil sedikit
manfaat. Misalnya, jual beli minuman
keras dan jual beli lotre harus dilarang
dengan ketat karena dampak negatif
yang ditimbulkan lebih besar daripada
tingkat kemaslahatannya. Begitu juga
dengan cara menghilangkan
kemudaratan harus ekstra hati-hati agar
jangan sampai menimbulkan dampaklain
atau setidaknya dampak negatif yang
ditimbulkan hanya sedikit.
Kaidah Tentang Kebiasaan
Masyarakat Dalam Melakukan Akad
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Sesuatu yang telah  berlalu
ditengah  masyarakat, baik  berupa
perkataan, maupun perbuatan atau
meninggalkan suatu perbuatan dapat
dijadikan sebagia dasar dalam
menetapkan hukum. Dengan ketentuan,
tidak bertentangan dengan ruh syari’at.
Dalam hal ini ulama merumuskan kaidah:

AaSaa 3alad)
“Adat kebiasaan mempunyai kekuatan
hukum”

Kaidah ini
berdasarkan (QS. 7: 199)

Clalall e (impe T il il il 34
Artinya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah

dirumuskan

orang mengerjakan yang ma'ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh”.
Dalam hadis nabi dijelasakan:

a0 die 508 L () galiaall of jlad
“Kaidah yang dapat ditarik dari kaidah
dasar ini adalah

e danll cangy daa (il Jlantin)

“Susuatu yang biasa dilaksanakan oleh
manusia, menjadi hujjah yang wajib
diamalkan.

Segala sesuatu yang biasa
dilakukan oleh masyarakat di satu daerah
menjadi landasan untuk menetapkan
hukum. Misalnya, dalam bidang ijarah
antara majikan dan buruh  harus
menetapkan ketentuan waktu, pekerjaan,

upah, dan segala yang terkait dengan akad

tersebut.  Ketentuan itu  biasanya
dikembalikan  kepada ‘urf (kebiasaan)
daerah setempat.

Suatu perbuatan atau perkataan
bisa  dijadikan  landasan  dalam
menetapkan ~ hukum  bila  telah
melembaga atau sering dilakukan oleh
masyarakat setempat. Ketentuan ini
ditetapkan berdasarkan kaidah:

Qe g caaylaial 13) alall yaiad Laj)
“Adat yang di anggap sebagai dasar
dalam menetapkan hukum adalah adat
yang telah melembaga atau secara
mayoritas terjadi”.
ALY Ll (el syl
“Yang  dapat  dipegang  adalah
kebiasaan yang secara mayoritas
berlaku, bukan yang jarang terjadi”.

Misalnya, dalam  penetapan
meninggalnya orang mafqud adalah
umur 90 tahun. Ketetapan ini
berdasarkan kepada kebiasaan bahwa
manusia yang berumur lebih dari 70
tahun biasanya telah meninggal dunia,
walaupun ada beberapa orang yang
masih hidup, tetapi itu jarang terjadi.

Adat kebiasaan yang telah
melembaga di  masyarakat sama
posisinya dengan syarat yang dibuat
dalam akad. Begitu juga dengan
ketentuan yang berdasarkan adat sama
posisinya dengan ketentuan yang
ditetapkan berdasarkan nash. Dalam arti,

sama-sama harus diindahkan dan
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dipatuhi oleh masyarakat daerah setempat.
Konsep ini berdasarkan pada kaidah-
kaidah:
U i o g el IS U je g jall
“Adat kebiasaan yang telah melembaga
di tengah masyarakat sama posisinya
dengan syurat yang dibuat dalam akad”
e Ja g plal IS el (s o g yaall
“Kebiasaan yang terjadi di antara
pedagang sama posisinya dengan syarat
yvang dibuat antara mereka”
aills (il 1S (o ally (il
“Ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
adat sama posisinya dengan ketentuan
yang ditetapkan berdasarkan nash.

Misalnya dalam bidang
‘ariyah, bila seseorang meminjam sebuah
mobil untuk mengangkut barang, orang
tersebut  tidak boleh  menggunakan
melebihi kapasitas daya angkut mobil
tersebut. Ketentuan atau syarat ini harus
dipenuhi oleh musta’ir.

Dengan adanya perubahan zaman,
akan membawa pengaruh terhadap
perubahan kebutuhan manusia. Kondisi
ini sangat besar pengaruhnya terhadap
perkembangan hukum yang berlaku di
tengah masyarakat. Pada zaman dahulu,
sangat tabu bagi wanita yang melakukan
profesi sebagai tukang angkat, buruh
kasar, atau sebagai supir karena wanita di
anggap hanya mampu  melakukan
pekerjaan ringan dan halus saja. Namun,

seiring dengan perubahan zaman, tingkat

kebutuhan manusia pun berubah maka
sekarang sudah dianggap bisa wanta
melakukan  pekerjaan  berat  yang
mempunyai  profesi sebagai buruh
angkat, hal ini sesuai dengan kaidah:

a3 sy al&aY) yis Sy Y
“Tidak dapat dipungkiri hukum berubah
dengan berubahnya zaman”

Berkaitan dengan syarat yang
dibuat dalam akad maka para pihak
harus menjaga syarat tersebut susuai
dengan kaidah:

DS a8y Loyl sle ) ye a3l
“Menjaga syarat dilazimkan menurut
kadar yang memungkinkan”
Kaidah ini dirumuskan berdasarkan
hadis Nabi:

pebs s e O saluall

“Kaum  muslim  terkait  kepada
perjanjian yang mereka perbuat”
Seperti saat yang diajukan oleh penjual
bahwa dia akan menahan barag sampai
pembeli melunasi harga barang.

Lo all ol die 48 o oy Ja AL (Blell

4. KESIMPULAN

Kaidah-kaidah  figih  tentang
ekonomin (muamlah) merupakan kaidah
figih yang khusus membahas
permasalahan ekonomi (muamalah),
Yaitu :Kaidah  dasar  Ekonomi
(Muamalah) adalah: “Hukum asal dalam
semua bentuk muamalah adalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang
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mengharamkannya”. Kaidah tentang akad
dalam Ekonomi (Muamalah) yaitu: “Akad
yang objeknya suatu benda tertentu
adalah seperti akad terhadap manfaat
benda tersebut”. Kaidah tentang adanya
unsur keridhoan dalam jual beli: “Hukum
asal dalam transaksi adalah keridhaan
kedua belah pihak yang berakad, hasilnya

adalah berlaku sahnya yang diakadkan~

5. REFERENSI

Abdul  Mujib.  (2001), Al-Qowa- ‘idul
Fighiyyah, (Jakarta: Kalam Mulia)
hal 19

Djazuli  (2010). Kaidah-kaidah  Fikih:
Kaidah-Kaidah  Hukum Islam
Dalam Menyelesaikan Masalah
Yang Praktis, (Jakarta: Kencana)
hal, 130-133

Firdaus (2015), Al-qowaidu
Alfighiyyah, (Padang: Imam
Bonjol Press). hal 71

Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi
Bakar As-Suyuti (2005). ,al-
Asybah wa an-Nadzair; (Surabaya
: Alhidayah) hal. 204

Sugiyono. (2013). Metode penelitian
pendidikan pendekatan kuantitatif,
kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Lisda Aisyah, d. (2020). COVID-19 and
The Implementation of Qawa’id
Fighiyyah in E Commerce.
Justicia Islamica,” Jurnal Kajian

Hukum Dan Sosial, 366.

Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah
Istinbath Hukum Islam.
(1997. (Jakarta: PT.Raja
Grapindo Persada). hal 107-108

Nash Farid Muhammad Washil dan
Abdul Aziz Muhammad Azzam.
(2009), Qowa’id Fighiyyah,
(Jakarta: Hamzah). hal 17

Nashr farid Muhammad  Washil.
(2009). Qawa’id
Figiyah, (Jakarta: Amzah cet ke-
2), hal 2-3

Rahman  Asymuni.  (1976). Qaidah
Qaidah  Fikih, (Jakarta: Bulan
Bintang, hal 127

Rozalinda. (2017). Fikih Ekonomi
Syariah, (Jakarta: Rajawali
Perss) hal 399-400

Rozalinda. (2015). Pengantar Fikih
Muamalah, (Padang: Imam
Bonjol Press) hal 116-118

71

J-MABISYAH



